BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN HASIL PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH
UNTUK SETIAP DESA SE-KABUPATEN BENGKAYANG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat
(4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Hasil
Pajak dan Restribusi Daerah Untuk Setiap Desa Se-
Kabupaten Bengkayang;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II
Bengkayang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3823);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
113, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan
Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6623);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan
Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6881);

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor
7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor
7);



9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor
10 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang
Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN HASIL PAJAK DAN
RESTRIBUSI DAERAH SETIAP DESA  SE-
KABUPATEN BENGKAYANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1:
2.

W

Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten
Bengkayang.

Bupati adalah Bupati Bengkayang.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara pemerintah di
wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya
memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk
menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan
tugas umum pemerintahan.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul
dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka
penyelenggaraan pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang
termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain
dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
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22.

23.

Nilai Bobot Desa adalah nilai Desa yang ditentukan berdasarkan
beberapa variabel independen.

Variabel independen adalah Variabel untuk menentukan nilai bobot
Desa, antara lain : Kontribusi Desa dari Pajak Daerah, Insentif Pajak
dan Kontribusi Desa dari Restribusi Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang
ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Badan Permusyaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah
lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan desa.

Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan
Pemerintahan Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat
melalui pemilihan Kepala Desa.

Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang
Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank
yang ditetapkan.

Peraturan Desa adalah peraturan Peraturan Perundang-Undangan
yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati
bersama Badan Permusyawaratan Desa .

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib
kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu
yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Merata yang selanjutnya disingkat
BHPRM adalah besar bagian pajak dan restribusi daerah yang sama
untuk setiap Desa.

Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Proporsional yang selanjutnya
disingkat BHPRP adalah besar bagian pajak dan restribusi daerah
secara proporsional berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung
dengan rumus dan variable-variabel.

Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah untuk Desa X yang selanjutnya
disingkat BHX adalah jumlah Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Merata
dan Proporsional.

Bobot Desa X yang selanjutnya disingkat BDX adalah nilai Desa yang
ditentukan berdasarkan beberapa variable independen.

Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
BHPRD adalah Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah yang
dialokasikan Daerah untuk Desa.
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BAB II
PENGALOKAIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH

Pasal 2

Dana BHRD ditetapkan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari
realisasi penerimaan hasil pajak dan restribusi Daerah.

Dana BHPRD dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja
Daerah pada setiap tahun anggaran.

Dana Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah dianggarkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap Tahun Anggaran

BAB III
PENENTUAN BESARAN BAGIAN DESA DARI DANA BAGI HASIL
PAJAK RESTRIBUSI DAERAH

Pasal 3

Besaran BHPRD berdasarkan atas :

a. BHPRM; dan

b. BHPRP

Rumus yang dipergunakan dalam pajak dan restribusi daerah adalah :
a. BHX = BHPRM + BHPRPX

Keterangan :

BHX : Bagi Hasil untuk Desa X

BHPRM : Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Merata yang diterima
Desa

BHPRPX : Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Proporsional untuk
Desa X

b. BHPRPX = BDX x (BHPR - ¥ BHPRM)

Keterangan :

BHPRPX : Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Proporsional untuk
Desa X

BDX : Nilai Bobot Desa untuk Desa X

BHPR : Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten

kepada Desa
>BHPRM : Bagi Hasil Pajak dan Restribusi yang dibagi Merata

Besaran BHPRD diberikan dengan ketentuan :

a. sebesar 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada
seluruh Desa;

b. sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional
berdasarkan realisasi penerimaan hasil Pajak dan Restribusi setiap
Desa.

Besaran alokasi bagian Desa dari BHPRD disosialisasikan kepada

Pemerintah Desa melalui kecamatan.

Besaran alokasi bagian Desa dari BHPRD ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.



BAB IV

PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH

Pasal 4

Pengelolaan dana alokasi bagian Desa dari BHPRD dari Restribusi Daerah
merupakan tanggungjawab Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan
Umum Keuangan Desa.

(2)

BAB V
MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN

Pasal 5

Pengajuan pencairan dana BHPRD dilakukan oleh Pemerintah Desa
setelah Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa ditetapkan.

Pengajuan Dana BHPRD dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan
mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Camat dalam 2 (dua)
tahap dengan ketentuan :

a. Tahap | sebesar paling banyak 60% (enam puluh persen) dari
besaran Bagi Hasil Pajak, persyaratan yang harus dicukupi antara
lain :

b.

1.

2.
3.

10.

1.

12.
13.

Surat Permohonan Pencairan BHP Tahap I dari Kepala Desa dan
Camat;

Surat Pernyataan Tanggungjawab Kepala Desa Bermaterai,
Surat Keterangan Penyelesaian SPJ oleh Kepala Desa
Bermaterai diketahui Camat;

Keputusan Bupati Bengkayang tentang Pengangkatan Kepala
Desa,;

Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kaur Keuangan
Desa;

Fotocopy Nomor Rekening Bank Pemerintah Desa dan NPWP;
Surat Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,;

Dokumen Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Pelaksanaan APBDesa;

Laporan Realisasi APBDes Semester | (satu) dan Semester II
(dua) Tahun Anggaran sebelumnya;

Rencana Penggunaan Dana (RPD) BHP dan Rincian Anggaran
Biaya (RAB) BHP;

Dokumen Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran
tahun sebelumnya,;

Buku Pembatu Pajak Tahun sebelumnya.

Laporan PPB-P2 Semester II Tahun sebelumya minimal 50%
(lima puluh persen) dari seluruh data objek pajak di Desa.

Tahap II sebesar paling banyak 40% (empat puluh persen) atau
sebesar kekurangan dana yang belum direalisasikan dari besarnya
bantuan Bagi Hasil Pajak, persyaratan yang harus dicukupi antara
lain :



(1)

(2)

(3)

1. Surat Permohonan Pencairan BHP Tahap II dari Kepala Desa
dan Camat;

2. Laporan realisasi Penyerapan dan pemanfaatan BHP Tahap I
telah mencapai 50% (lima puluh persen) dari dana yang telah
direalisasikan (BHP Tahap I);

3. Berita Acara Evaluasi Administrasi Pelaksanaan Kegiatan BHP
Tahap I oleh Camat;

4. Dokumen Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran
BHP Tahap I,

5. Buku Pembantu Pajak atas objek pajak BHP Tahap I;

6. Laporan PBB-P2 Semester | Tahun berkenaan minimal 30% (tiga
puluh persen) dari seluruh data objek pajak di Desa.

7. Pengajuan Permohonan Dana Bagi Hasil Pajak dan Restribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara
pemindahbukuan dari Rekening Pengeluaran Pemerintah
Kabupaten ke Rekening Kas Desa.

Pasal 6

Penyaluran Dana BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan
ketentuan :

a. Tahap I pada sebesar 60% (enam puluh persen);

b. Tahap Il pada sebesar 40% (empat puluh persen);

Penyaluran Dana BHPRD setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dilakukan setelah APBD Kabupaten diundangkan dengan
mengikuti realisasi dari Pajak dan Restribusi Daerah.

Penyaluran Dana BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara bertahap dalam tahun anggaran berjalan dengan
ketentuan :

a. Semester | pada bulan Maret; dan

b. Semester Il pada bulan Agustus.

Pasal 7

Tahapan penyaluran Dana BHPRD dilaksanakan dengan ketentuan sebagai
berikut :

a.

Penyaluran Tahap I sebesar 60% (enam puluh persen), berdasarkan
permohonan penyaluran dari Kepala Desa yang diketahui Camat dan
Ketua BPD dengan dilampirkan Peraturan Desa tentang APBDes;
Penyaluran Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen), berdasarkan
permohonan penyaluran dari Kepala Desa yang telah diketahui Camat
dan Ketua BPD dengan dilampirkan Laporan Realisasi Penyerapan Hasil
Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Tahap I Tahun Anggaran
berjalan;



BAB VI
PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH

Pasal 8

(1) BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan untuk
pembiayaan :

a. penyelenggaraan Pemerintahan;
b. pembangunan Desa;

c. pembinaan kemasyarakatan; dan
d. pemberdayaan masyarakat.

(2) Belanja penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a digunakan untuk belanja aparatur dan belanja
operasional pemerintah Desa.

(3) Belanja pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b digunakan wuntuk mendukung pembiayaan kegiatan
peningkatan prasarana fisik pelayanan umum.

(4) Belanja pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢ digunakan untuk mendukung pembiayaan kegiatan
pembinaan lembaga kemasyarakatan di Desa.

(5) Belanja pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d digunakan untuk mendukung pembiayaan kegiatan
pemberdayaan masyarakat di Desa.

BAB VII
PENGGANGARAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 9

Penerimaan dan Pengeluaran Dana BHPRD dianggarkan pada APBDesa.

Pasal 10

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dana Bagi Hasil Pajak dan
Restribusi Daerah dilaksanakan menurut ketentuan yang mengatur tentang
Pedoman Pengolaan Keuangan Desa.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

Pertanggungjawaban @ BHPRD  kepada Desa terintegrasi dengan
pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya
adalah pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa paling lambat bulan
Maret tahun berikutnya.

Pasal 12

Bentuk pelaporan atas kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari BHPRD

adalah laporan realisasi penerimaan dan realisasi belanja BHPRD :

a. Tahap | sebesar paling banyak 60% (enam puluh persen) dari besaran
Bagi Hasil Pajak, persyaratan yang harus dicukupi antara lain :



1. Laporan Realisasi APBDes Semester I (satu) dan Semester II (dua)
Tahun Anggaran sebelumnya;

2. Laporan PPB-P2 Semester Il Tahun sebelumya minimal 50% (lima
puluh persen) dari seluruh data objek pajak di Desa.

b. Tahap II sebesar paling banyak 40% (empat puluh persen) atau sebesar
kekurangan dana yang belum direalisasikan dari besarnya bantuan
Bagi Hasil Pajak, persyaratan yang harus dicukupi antara lain :

1. Laporan realisasi penyerapan dan pemanfaatan BHP Tahap I telah
mencapai 50% (lima puluh persen) dari dana yang telah
direalisasikan (BHP Tahap I);

2. Laporan PBB-P2 Semester I Tahun berkenaan minimal 30% (tiga
puluh persen) dari seluruh data objek pajak di Desa.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi

dalam pengelolaan keuangan di desa :

(1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan, pengawasan dan
evaluasi dalam pengelolaan keuangan di Desa;

(2) Pemerintah Daerah melalui SKPD yang membidangi Keuangan Desa
melakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan terhadap pengelolaan
keuangan Desa;

(3) Pemerintah Daerah melalui Kecamatan melakukan pembinaan,
monitoring dan evaluasi terhadap administrasi pengelolaan keuangan
Desa;

Pasal 14

(1) BPD melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa
sebagaimana dengan tugas pokok dan fungsinya di desa sesuai dengan
peraturan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Bengkayang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Hasil
Pajak dan Restribusi Daerah Untuk Setiap Desa Se-Kabupaten Bengkayang,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 10 November 2023

BUPATI BENGKAYANG
ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 10 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
ttd

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2023 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya

BAGIAN HUKUM
. AERAH KAB.BENGKAYANG,
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